BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor

Mengingat

12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2018, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu
dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Muara Enim;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor
31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim,
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bab XVII angka 23 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:



23. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar
jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang SKPD
dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil
inventarisasi fisik (stockopname). Barang persediaan yang
sudah terpakai pada SKPD/unit pengguna (bidang,
bagian, sub bidang/seksi, sub bagian) diakui sebagai
beban persediaan tahun berjalan.

2. Ketentuan dalam Bab XVII angka 26 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
26. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode masuk
pertama keluar pertama (First In First Out/FIFO).

3. Ketentuan dalam Bab XVII angka 27 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

27. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode
Perpetual, yaitu fungsi akuntansi pada SKPD selalu
mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang
masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk
melakukan sistem pengendalian persediaan. Pada akhir
periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih antara
catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik,
disesuaikan sebagai pengurang/penambah persediaan
dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan atau
sebagai penambah nilai sisa persediaan. Inventarisasi fisik
atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan
untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal
atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk
menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Dalam
metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan
dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai
dikalikan dengan nilai perolehan per unit.

4. Ketentuan dalam Bab XVII angka 28 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
28. Pengakuan beban persediaan menggunakan Pendekatan
Aset, yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan
telah dipakai atau dikonsumsi.

S. Ketentuan dalam Bab XVII angka 31 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
31. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan
dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

6. Ketentuan dalam Bab XVII angka 32 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
32. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset
atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami
dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.



7. Ketentuan dalam Bab XVII angka 33 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

33.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), jika
terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan
menurut pengurus barang atau catatan persediaan
menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname.
Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan
hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih
persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai
beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai
suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini
diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam

Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 September 2019

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 42



